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Pada hari ini, Jumad tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (15-
08-2025) Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : P. Kanisisus Ttraq
Jabatan : Bupati L,embata

Alamat Ifuntor : Jalan Trans Lembata, No.1 I-ewoleba, Irmbata.
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten kmbata.

2 a. Nama : Syafrudin Sira
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Lembata, No.l Lewoleba, lembata.

b. Nama
Jabatan

c- Nama

Jabatan

Alamat Kantor : Jaian Trans lembata, No.1 l,ewoleba, l,embata.

: Fransiskus Xaverius B.N
: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Irmbata

: G. Fransiskus

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten lembata

Alamat Kantor : Jalan Trans Irmbata, No.l Lewoleba, Irmbata.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lembata

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyr:sunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD
yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar pen]ruslrrran Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
APBD Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan
Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penJrusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025,
perubahan kebijakan pendapatan, perubahan kebdakan belanja dan perubahan kebijakan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam pen)rusunan Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementa.ra dan APBD Tahun Anggaral 2O25.



Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umurn APBD Tahun Anggara-n 2025 disusun dalam
l,ampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan
ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam pen5rusunan
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
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Pemerintah Kabupaten Lembata

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakaag

APBD Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025

ditetapkan pada Tanggal 3O Desember 2024 dengan Peraturan

Daerah Nomor 4 Tahttn 2024 tentang APBD Kabupaten Lembata

Tahun Anggar aa 2025. Sebagai dasar pelaksanaannya, Bupati

t€mbata menetapkan Peraturan Bupati tcmbata Nomor 7O Tahun

2024 terrtatg Penjabaran APBD Kabupaten Lembata Tahun

Anggarar 2025.

APBD Kabupaten kmbata Tahun Anggaran 2025

disusun dengal mengacu pada Kebijakan Umum APBD dan PPAS

Ta-hun 2O25 yang disepakati bersama antara Pemerintah dan

DPRD dengan Nomor : HK.180 I 356 / Vlll / 2024 dan Nomor :

1 / DPRD.KAB I LgT I 2024 tanggal 15 Agustus 2O24 serla

Nomor: Nomor : HK.180 / 357 / Vlll / 2024 dan Nomor : 2 /
DPRD.KAB / LBT I 2024 tansgal 15 Agustus 2024. Penyusunan

KUA dan PPAS juga berdasarkan dokumen perencana€rn yaitu

RKPD Kabupaten lrmbata Tahun 2O25 yarrg ditetapkan dengan

Peraturan Bupati t embata Nomor 30 Tahun 2024 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten trmbata Tahun

2025 serta Rencana Pembangunan Daerah pada masa transisi

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lembata Nomor 44

Tahw 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten

Lembata T ahwn 2023 -2026.

Sejak dilaksanakan pada Bulan Januari 2025, APBD

Kabupaten kmbata mengalami beberapa tekanan akibat

perubahan kebijakan keuangan Negara. Lahirnya Inpres Nomor 1

Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN

dan APBD Tahun Anggaran 2025 mengharuskan daerah

Perubahai KUA Tahun Anggaran 2025 E



Pemerintah Kabupaten l€mbata

meiakukan pergeseran zrnggaftrn sebelum perubahan APBD Tahun

2025. Efisiensi terjadi pada belanja aparatur sebagaimana

diuraikan pada dilrhrm keempat yaitu belanja-belanja yang

bersifat seremonial; kajian, studi banding, pencetakan, publikasi,

darr seminar, perjatanan dinas, honorarium dan belanja-belanja

yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output yang terukur.

Kebijakan efrsiensi ini juga menyebabkan penerimaan

daerah mengalami penurunan khususnya pada dana transfer

pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian

Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggarart 2025 Dalam Rangka

Elisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun

Anggaran 2025. Dana Alokasi Umum Spesifc Grant Pekerjaan

Umum, DAK Fisik Bidang Jalan dan Jembatan dicadangkan serta

Dampak ikutannya adalah terhadap penyesuaian belanja

infrastruktur dan penyesuaian belanja pokok pinjaman daerah

yang sebelumnya menggunakan sumber dana DAU Spesific Grant

Pekerjaan Umum, penurun€rn Alokasi Dana Desa. Dampak lain

dari kebijakan efisiensi adalah turunnya PAD pada pos

pendapatan pajak mineral bukan logam dal batuan karena

hilangnya sumber dana DAK fisik jalan.

Perubahan ini juga perlu mengakomodir SiLPA tahun

anggar€rn 2O24. Berdasarkan perhitungan sisa kas Tahun 2024

dan hasil audit BPK, terdapat SiLPA tahun €rnggar.rn 2024 yaag

harus dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan antara lain:

SiLPA yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik tahun

anggaran 2024 untuk membayar hutang jangka pendek dari

pekerjaan frsik Tahun 2024 yang realisasi fisiknya telah mencapai

1007o namun belum dibayar dan SiLPA yang bersumber dari Dana

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 E



J Pemerintah Kabupaten If mbata

Alokasi Khusus Non Fisik untuk tunjangan guru antara lain

tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan

penghasilaa guru yang harus segera dibayarkan kepada para

guru.

Peralihan kepemimpinan daerah hasil Pemilihan Kepala

Daeralr serentak Tahun 2024 yang dilantik oleh Presiden

Republik Indoensia Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari

2025 di Jakarta juga berpengan:h pada prioritas program

pembangunan di daerah sehingga perlu diselaraskan antara

prioritas nasional dan propinsi dengan visi, misi dan program

kepala daerah /wakil kepala daerah terpilih. Dengan kata lain

prioritas Kabupaten kmbata yalmi Nelayan, Tani dan Ternak

harus sinergis dengan Program Asta Cita Presiden dan Wakil

Presiden dan program prioritas Gubernur / Wakil Gubenur NTT

yang harus mulai terlaksana di Tahun 2025 lr,i.

Kondisi-kondisi yang rligambarkan diatas sejalan dengan

dasar dilakukamya perubahal APBD sebagaimana ketentuan

Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 139 Peraturan Daerah

Nomor 4 Ta}nn 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk itu, maka harus dilakukan Perubahan APBD Kabupaten

trmbata Tahun Anggar al 2025 dengan tahapan proses harus

dimulai dari perubahan terhadap dokumen Perencanaan Daerah

yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai

dasar penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran

2025.

Dalam rangka percepatan tindak lanjut dan pelaksanan

ketentuan atuian yang lebih tinggi, maka Pemerintah Daerah

Kabupaten trmbata telah melakukan pergeseran anggaran

mendahului perubahan sebanyak dua kali yang ditetapkan dengan

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025



rJ. Pemerintah Kabupaten l,embata

Peratu-ran Bupati lembata yaitu Peraturan Bupati lcmbata Nomor

12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati

Irmbata Nomor 7O Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD

Kabupaten Lembata Tahun 2025 dan Peraturan Bupati Lembata

Nomor 18 Tahun 2O25 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Bupati Irmbata Nomor 70 Tahun 2024 tentalrg Penjabaran APBD

Kabupaten l.embata Tahun 2025.

Dasar pergeseran €rnggaran sebelrrm perubahan APBD

adalah Pasal 163 dan pasa-l 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 141

dan pasal 142 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahur. 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan tersebut juga diatur

secara teknis pada L,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangal Daerah Bab M Huruf D.

Selain ketentuan umum diatas, yang menjadi dasar

pelaksanan teknis operasional dilakukan pergeseran anggaran

mendahului perubahan APBD adalah Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor: 9OO/833/SJ tanggal 23 Februari 2O25 Perihal

Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam

Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25'

Berdasarkan Pasal 164 Ayat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan

Pasal 142 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggelran mendahului

perubahan harus dituangkan dalam Rancangan Perda tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu maka

Perubahan Kebijalan Umum Anggaran Tahun 2025 sebagai

dokumen dasar penyusunan Perda Perubahan APBD, selain

menuangkan perubahan-perubahan kebijakan perubahan APBD,

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025



Pemerintah Kabupaten l€mbata

harus juga menampung kebijakan-kebijakan pergeser€rn anggaran

mendahului perubahan dimaksud.

1.2. TuJuan Pea5nrsunan

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umrrm Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten lembata Tahun

Anggaran 2O25 bertujuan untuk:

1) Menggambarkan perubahan-perubahan kebijakan dalam

rangka optimalisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan

pembiayaan daerah serta perubahan asumsi yang mendasari

dalam rangka pencapaian target perencanaan pembangunan

sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah

Kabupaten Lembata;

2) Mengakomodir perubahan kebijalan yang telah dibuat dan

dilaksanakan sebelum perubahan APBD Tahun Anggaran

2025;

3) Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam

upaya meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan

masyarakat di daerah;

4) Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5) Sebagai pedoman yaflg digtrnakan dalam penJrusunan

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun

Anggaran 2O25.

6) Menjadi landasan pen5rusun€rn Rancangan Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2025.

Perubahan KUA Tahun Angqaran 2O25



Pemerintah Kabupaten l,embata

1.3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOO tentang

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten kmbata (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O0O Nomor 79, Tambahan

lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03

Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (kmbararr Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan

tcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2O04 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahr:n 2OO7 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 20O5-

2025 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07

Perr.bahan KUA Tahun Anggaran 2025 E



.J' Pemerintah Kabupaten lrmbata

Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 47O0);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (lrmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O3l);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan

Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang

Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terrtang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahur, 2022 Nomor 4,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif PimPinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan l'embarart

Negara Republik lndonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025



Pemerintah Kabupaten I-embata

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O18 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan lcmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2O25

tentang St6ndar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1O5),

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2O25

tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD

Talrun Anggaran 2025;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O13

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis

Akrual Pada Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang

Milik Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahwn 2024

Nomor 350)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Paljang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah

Pembahan KUA Tahun Anggaran 2025 E



-"11 Pemerintah Kabupaten kEbata

Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangu.nan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10O Tahun 2O18

tentang Standar Pelayanan Minimat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O18 Nomor 154O);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahr:n 2O19 Nomor 11 l4);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019

tentang KlasiIikasi, Kodefikasi dan Nomenldatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

22. Perat:uran Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2O25 tentang

Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut

Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam

Rangka Efrsiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD

Tahun Anggarar. 2O25i

23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O21 Tentang

Penyusunan Dokumen Perencalaan Pembangunan Daerah

Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir

Pada Tahun 2022

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O21

tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasihkasi, Kodefrkasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Pembahan KUA Tahun Anggaran 2025 E



sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Da-lam

Negeri Nomor 9O0.1.15.5- 1317 Tahun 2023 terLtar,.g Perubahan

Atas Keputusan Menteri Da1am Negeri Nomor O50-5889 Tahun

2021 tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan Inventarisasi

Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O0-4700 Tahun 2O20

tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di

Lingkungan Pemerintah Daerah ;

26. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7

Tahun 2O23 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Timur Tahtn 2024-2026 (Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2O23 Nomor 7);

2T.Peratr;rrat Daerah Kabupaten Lembata Nomor 14 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten l,embata

Tahun 2O 1 1-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten lcmbata

Tahun 201 1 Nomor 14);

28. Peraturan Daerah Kabupaten lrmbata Nomor 15 Tahun 2O15

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

l,embata (kmbaran Daerah Kabupaten tembata Tahun 2Ol5

Nomor 15, Tambahan tembaran Daerah Kabupaten l€mbata

Nomor 15);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2O16

tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah

(kmbaran Daerah Kabupaten trmbata Tahun 2016 Nomor 6,

Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten t€mbata Nomor I Tahun 2O20 Tentang Perubahan

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 E
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Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2O17

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten lembata

Tahun 2O17 (Lembaran Daerah Kabupaten l,embata Tahun

2017 Nomor 4);

31. Peraturan Daerah Kabupaten kmbata Nomor 4 Tahtn 2022

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah

Kabupaten L€mbata Tahun 2022 Nomor 3O1 Tambahan

kmbaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3O1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten kmbata Nomor 5 Tahun 2024

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Irmbata Tahun 2025-2045 (kmbaran Daerah

Kabupaten Lembata Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan

l.embaran Daerah Kabupaten kmbata Nomor 5);

33. Peraturan Bupati Lembata Nomor 44 Tahun 2022 tentan,g

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lembata Tahun

2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahurr 2022

Nomor 44);

34. Peraturan Bupati Lembata Nomor 15 Tahun 2025 t-.entang

Perubahan Atas Peraturan Bupati kmbata Nomor 77 Tahun

2O24 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten kmbata Tahun Anggaran 2025 (Berita

Daerah Kabupaten Lcmbata Tahun 2O25 Nomor 15);

35. Peraturan Bupati Lembata Nomor 18 Tahun 2O25 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati l,embata Nomor 77

Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Beianja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2025

(Berita Daerah Kabupaten Lrmbata Tahun 2O25 Nomor 15);
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36. Peraturan Bupati kmbata Nomor 19 Tahun 2O25 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

l,embata Tahun 2O25 (Berita Daerah Kabupaten l,embata

Tahun 2025 Nomor 19).

1.4. SlcteEstlLr Penyuruaan

Pembahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten

lrmbata Tahun Anggarat 2025 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belalang

1.2 Tujuan Penyusunan

1.3 Dasar Hukum.

1.4 Sistematika PenYusunan.

2. BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

2.2 Pl.ah Kebijakan Keuangan Daerah.

3. BAB III ASUMSI DASAR DALAM PEI.IYUSUNAN

PERUBAHAN APBD

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan

APBN

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan

APBD

4. BAB IVPERUBAHAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Pembahan Kebijakan Perencanaan Pendapatan

Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran

2025

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi

Pendapatan Asii Daerah (PAD), Pendapatan

Transfer, dan Lain-L^ain Pendapatan Daerah Yang

Sah.
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5. BAB V PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Perubahan Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan

Belanja

5.2 Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal,

Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

6. BAB VI PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Perubahan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

6.2 Perubahan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

7. BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

8. BAB VIII PENUTUP
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BAB II

XERANGI(A EKOISOMI MAKRO DAERAH

Secara terminologis, kerangka ekonomi makro merupakan

gambaral umum mengenai kondisi dan proyeksi perekonomian

suatu daerah yang dipengamhi berbagai faktor internal dan faktor

eksternal. Falctor internal mencakup elemen yang berada dalam

kendali pemerintah daerah seperti dinamika pembalgunan dan

kemampuan Iiskal daerah. Dinamika pembangunan

merepresentasikal tingkat kemajuan implementasi berbagai

program pembangunan yang sedang berjalan. Kemampuan Iiskal

daerah menggambarkan kapasitas keuangan pemerintah daerah

dalam membiayai program pembangunan yang tercermin dari

tingkat pendapatan asli daerah serta efisiensi pengelolaart

keuangan daerah. Faktor eksternal mencakup variabel di luar

kendali langsung pemerintah daerah namun memberi dampak

yang sigrrifikan terhadap perekonomian daerah. Situasi

perekonomian nasional, meliputi kebijakan fiskal serta dinamika

global merupakan variabel yang berdampak pada daerah.

Keberlangsungaa pembangunan ekonomi di daerah sangat

bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyelaraskan

arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan

daerah. Arah kebijakan ekonomi menentukan orientasi strategis

pembangunan ekonomi. Arah kebijakan keuangan daerah

menentukan alokasi sumber daya dan instrumen pembiayaan

yang diperlukan untuk merealisasikan apa yang ingin dicapai

dalam pembangunan di tahun tersebut.

Pembahan KUA Tahun Anggararr 2O25 E



Pemerintah Kabupaten I,eBbata

2.1, Arah KebiJakan Ekonomi Ilaerah
2.2.1. Kondlsi, Tantaagan daa Prospek Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian suatu daerah tidak dapat

terlepas dari perekonomian regional, nasional dan global.

Terdapat berbagai faktor perekonomian yang tidak dapat

dikendalikan oleh daerah seperti menyangkut kebijakan

pemerintah pusat di sektor moneter maupun sektor riil.
Disamping itu perekonomian daerah juga dipengaruhi

perekonomian global seperti naik turunnya harga minyak

dunia, dan nilai tukar mata uang asing, serta pengaruh

krisis keuangan global yang telah berdampak pada

meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan

pasar ekspor.

Indikator ekonomi daerah yang digunakan dalam analisis

mal<ro ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), Strulrtur PDRB, PDRB Perkapita,

Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Tenaga Kerja dan Nilai

Investasi.

a. Pertumbuhan Ekonoml

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

menggambarkan perkembangan nilai tambah atau jumlah

nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh masing-

masing sektor dalam suatu kurun waktu di wilayah

tersebut. Perbaikaa perekonomian tahun 2O23 ditandai oleh

capaian perlumbuhan ekonomi Kabupaten l,embata yang

terus meningkat menjadi 2,560/o pada taht:r:^ 2022 atau naik

sebesar 1,16 poin dibandingkan dengan tahun sebeiumnya

yang hanya sebesar 1,44o/o. Dan turun kembali sebesar

2,46Yo atau turun sebesar O.14 poin pada tahun 2O23.

Meski kenaikamya belum optimal seperti pada kondisi
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